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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu, sesuai rumusan masalah, dapat ditarik benang

simpulnya sebagai berikut :

1. Perkembangan dan tuntutan perubahan sosial yang berdampak pada dunia

fiqh di ;[satu sisi, dan keperluan mendinamisasi pola ber-fiqh NU di sisi lain,

telah mendorong munculnya tawaran perubahan atau transformasi. Tawaran

itu direspon secara beragam, dan tidak serta merta dapat terimplementasi

secara sempurna; sehingga transformasi pemikiran fiqh NU itu masih

berproses; masih ada pasang naik dan pasang surut komitmen ulama NU di

luar struktur terhadap kesepakatan Munas NU di Bandar Lampung (1992)

yang menyepakati perubahan pola istinbâth dari sistem qawliy ke manhajiy.

2. Sebagai bentuk pergumulan intelektual ulama dalam ber-istinbâth, pemikiran

fiqh NU dimungkinkan mengalami perubahan paradigma (transformasi)

karena tuntutan dan kebutuhan; meskipun transformasi dimaksud belum

sepenuhnya berjalan. Setidaknya ada lima bidang yang dapat diidentifikasi :

a. Dalam bidang metode istimbâth, ada pergeseran sistem dari qauliy

(termasuk ilhaqy) ke manhajiy, dari adopsi langsung teks-teks kitab

kuning menuju penggunaan teori ushûl fiqh dengan mengaplikasikan

qawâ’id ushûliyyah, qawâ’id fihiyyah, dan pertimbangan maqâshid al-

syarî’ah.

b. Dalam bidang rujukan madzhab, meskipun dalam AD/ART NU masih

menegaskan mengikuti salah satu madzhab emapat (Hanafi, Maliki,

Syafi’ai, Hanbali), namun dalam prakteknya ada pergeseran (kelonggaran)
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sikap untuk terbukanya peluang mengambil pendapat-pendapat lain di luar

madzhab empat, jika situasi dan kondisi mengharuskan.

c. Dalam bidang referensi (kitab rujukan), secara umum terjadi diversifikasi

buku bacaan dikalangan NU, namun dalam istinbâth hukum buku-buku di

luar al-kutûb al-mu’tabarah mengalami seleksi yang ketat, dan sampai

sekarang hanya dipakai sebagai penguat, bukan referensi primer, karena

ulama NU sangat selektif dalam memilih buku/kitab yang akan dijadikan

dasar pengambilan hukum.

d. Menyangkut sikap gamang, ragu, dan takut tersalah dalam berijtihad, yang

merupakan manifestasi dari akhlak ulama yang tawadlu’, warâ’ dan

menghormati ulama-ulama lain,  apa lagi yang lebih ‘alîm (râsikh fi al-

‘ilm, yang selama ini menjadi kendala psikologis, nampaknya juga bisa

teratasi; dalam arti sudah terlihat adanya keberanian beristinbâth,

meskipun itu harus dilakuakn bersama-sama, lewat apa yang mereka

sebut dengan istinbâth jamâ’iy (ijtihad kolektif), terutama  untuk

ihtiyâthiy (kehati-hatian).

e. Dalam hal diskursus talfîq, yang dulunya NU cenderung melarang secara

mutlak, maka sekarang ada kesediaan memberi kelonggaran secara

proporsional. Termasuk dalam bidang materi bahasan, bahtsul masâ`il

PBNU justeru melangkah lebih jauh, yang awalnya lebih banyak

membahas masalah-masalah fiqh ritual an-sich, maka dewasa ini meluas

pada persoalan-persoalan (fiqh) sosial, ekonomi, pendidikan, seni, budaya,

bahkan  koreksi atas berbagai perundang-undangan,  peraturan dan

kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada

kepentingan dan kemaslahatan rakyat atau masyarakat luas.
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3. Kedudukan fiqh sebagai unsur penting dalam membentuk struktur nilai dan

paranata sosial masyarakat muslim, termasuk warga Nahdliyyin,

menempatkannya dalam posisi strategis bagi upaya perubahan dan

kemajuan. Maka untuk melakukan transformasi di lingkungan NU mesti

dimulai dari transformasi tradisi pemikiran fiqh. Transformasi dalam

epistemologi fiqh NU ini, akan menghindarkan tawaqquf al-hukm dalam

merespon permasalahan, dan akan berimplikasi juga terjadinya transformasi

sosial-religius ke arah yang lebih berorientasi kepada mashlahah ‘âmmah

dan terrealisirnya maqâshid al-syarî’ah; dan ini menjadi pintu masuk bagi

transformasi sosial dalam membangun peradaban.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Karena fiqh berisi tentang  norma, tata-nilai, aturan dan hukum sebagai alat

pembeda  antara haq dan batil, halal dan haram, benar dan salah berdasarkan

standar syar’i, maka ia sekaligus menjadi frame (bingkai) kehidupan bagi

seorang Muslim/ Mukmin;  karena itu, seluruh aktifitas kehidupan  terutama

yang bersifat ‘amaliy harus diletakkan dalam bingkai ini.  Artinya, berbuat

atau tidak berbuat, harus sesuai dengan nilai-nilai, norma, aturan fiqh (hukum

Islam). Oleh sebab itu pula kajian fiqh harus tetap hidup, sepanjang masih

ada kehidupan Muslim di bumi ini. Fiqh harus tetap up to date, mampu

mengimbangi bahkan mendahului perkembangan berbagai masalah yang

dihadapi umat dalam dinamika perubahan sosial. Untuk ini Lembaga Bahtsul

Masa`il Diniyyah NU yang sudah dibentuk sejak lama, diharapkan juga

makin eksis. Lembaga ini mesti diperkuat dengan perangkat kerja yang

lengkap, berupa sistem istinbâth yang jelas, metode/ ushûl fiqh yang dinamis,

sumber referensi yang luas, SDM yang handal, media penyebaran keputusan

hukum yang berdaya jangkau luas. Lembaga ini juga harus terus
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mengembangkan paradigma pemikiran fiqh sehingga tetap dapat memberikan

kontribusinya bagi kemaslahatan umat, kejayaan agama, kemajuan ilmu,

sains dan teknologi, budaya dan peradaban. Bahkan mampu menjadi

parameter kehidupan yang damai di seluruh dunia, dengan pemahaman fiqh

yang moderat, tanpa radikalisme dan ekstremisme; sehingga  menajdi fiqh

kedamaian.

2. Sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia, NU memang sangat menarik

untuk dikaji dan dianalisis dari berbagai aspek oleh para  peneliti. Ini terbukti

dengan banyaknya karya penelitian yang terbit tentang NU, baik oleh peneliti

dalam negeri maupun asing seperti Martin van Bruinessen, Mitsuo

Nakamura, Greg Feally, dan lain-lain. Namun kebanyakan mereka menyorot

NU dari aspek politik, dan sosio kultural sepanjang sejarahnya, termasuk

sikap tradsionalnya, belum banyak penelitian yang medalami aspek

pemikiran hukum (fiqh)-nya; padahal Lembaga Bahtsul Masâ`il NU

disamping sebagai wadah yang menampung, menganalisis dan menjawab

berbagai pertanyaan yang diajukan masyarakat,  juga sesunggunya dengan

keputusan-keputusan hukumnya bisa menjadi agen of social change bagi

kehidupan umat (paling tidak warga Nahdliyyin). Oleh sebab itu penelitian

tentang NU dalam aspek pemikiran hukum (fiqh)-nya dan implikasinya bagi

perubahan sosial menarik untuk terus dikembangkan.

3. Studi komparatif antara Lembaga Bahts al-Masâ`il NU dengan lembaga fatwa

lainnya seperti Majlis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Syari’ah Pusat PKS,

Dewan Hisbah Persis, dan lain-lain, menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena

masing-masing memiliki kemiripan, namun juga memiliki perbedaan.

Demikian pula dengan lembaga-lembaga Mufti yang ada di negara-negara

Islam lainnya seperti Mesir, Saudi Arabia, Iran, dan lain-lain.
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4. Hingga saat ini belum ada karya fiqh monumental spesifik ala NU yang

muncul, maksudnya kitab fiqh bercorak Ahlussunnah wal Jama’ah al-

Nahdliyyah, yang secara sistematis dan lengkap disusun dan diterbitkan baik

berbahasa Arab, Inggris, Indonesia, dll.; Ini penting, dalam rangka

melestarikan otentisitas pemikiran fiqh dan amaliah NU sebagai

implementasi prinsip al-muhâfazhatu ‘ala al-qadîmishshâlih wa al-akhdzu bi

al-jadîd al-ashlah; dan dalam rangka menularkan moderasi pemikiran fiqh

Islam. Ulama NU tentu cukup banyak, tapi kreatifitas dan produktifitas

menulis dan menyusun buku belum terlihat signifikan. Alangkah baiknya jika

kitab fiqh jenis ini hadir, untuk ikut membangun tatanan dunia yang damai,

tanpa radikalisme agama.


